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KATA PENGANTAR 

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, yang 

telah melimpahkan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya, sehingga 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024 

dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. 

Penyusunan dan penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

(LKJiP) ini berdasarkan kepada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 

29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata 

Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.  

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Tahun 2024 secara 

substantife merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka 

mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintah, 

pelaksanaan kebijakan serta disusun sebagai bentuk pertanggung 

jawaban keberhasilan atau kegagalan Badan Pengelolaan Keuangan 

dan Pendapatan Kabupaten Lamandau dalam rangka mewujudkan 

arah kebijakan Kabupaten Lamandau sesuai dengan RPD Kabupaten 

Lamandau tahun 2024-2026, yaitu “Percepatan Pemerataan 

Pembangunan di Segala Bidang”, maka prioritas pembangunan 

Kabupaten Lamandau untuk tahun 2024 adalah: 

1. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Secara Merata dan 

Berkelanjutan Yang Menunjang Konektivitas Ekonomi Daerah dan 

Mitigasi Bencana; 

2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Berkesinambungan dan 

Berdaya Saing; 
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3. Peningkatan Kualitas SDM Melalui Pemerataan Akses Mutu 

Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan; 

Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

Laporan Kinerja Instansi Pemerinta (LKJiP) Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun ini 

diharapkan dapat menjadi panduan dalam rangka memudahkan 

pengendalian dan pemantauan kinerja sebagai upaya perbaikan 

berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan target 

kinerja yang telah ditetapkan. 

 

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau 

Tahun 2024 ini dapat bermanfaat sesuai dengan peruntukanya  

 

Nanga Bulik,  06 Februari 2025 

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan 

dan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Lamandau, 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  

NORITA INDAYANIE, SE., M.A.P. 

 Pembina Utama Muda 

NIP. 197705192003122007 
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IKHTISAR EKSEKUTIF 

 

 Laporan  Kinerja merupakan  ikhtisar yang menjelaskan  secara  

ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun 

berdasarkan  rencana  kerja yang   ditetapkan   dalam   APBD,   dalam 

penyusunannya  Laporan  Kinerja ini berpedoman   pada   Peraturan   

Menteri   Negara   Pendayagunaan   Aparatur Negara  Dan  Reformasi  

Birokrasi  Nomor  53  Tahun  2014  tentang  Petunjuk Teknis  

Perjanjian  Kinerja,  Pelaporan  Kinerja  Dan  Tata  Cara  Reviu Atas 

Laporan Kinerja. 

 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk 

akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan 

kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal 

terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah 

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) 

secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.  

 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan 

Keuangan dan pendapatan daerah tahun 2024 ini disusun 

berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani sebagai wujud 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan 

yang dilaksanakan dalam rangka mencapai mendukung terwujudnya 

arah kebijakan, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan 

dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 yang 

dijabarkan dalam Rencana Kerja tahun 2024.  

 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga sebagai alat 

kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan 

akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Pendapatan Daerah menuju terwujudnya good and 

clean governance yang didasarkan pada peraturan perundang-

undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat 
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dipertanggungjawabkan. Di dalamnya memuat gambaran mengenai 

pencapaian sasaran-sasaran strategis tahun 2024 yang diukur 

berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan.  

 Untuk mewujudkan arah kebijakan RPD Kabupaten Lamandau 

tahun 2024-2026 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Lamandau menetetapkan Tujuan dan Sasaran 

strategis, dengan 2 (DUA) indikator kinerja yang juga merupakan 

Indikator Kinerja utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Pendapatan Daerah pada tahun 2024. Indikator Kinerja Utama (IKU) 

merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama 

instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core 

business) yang diemban. Rincian capaian kinerja masing-masing 

indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan sebagai 

berikut:  

 

 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 

merupakan  salah satu pengampu tujuan rencana pembangunan yang 

menjadi arah kebijakan kabupaten Lamandau tahun 2024-2026 

dengan tujuan “Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah dan kualitas 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi” dengan sasaran “Meningkatnya 

Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah” 
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dengan indikator capaian Opini BPK dengan target kinerja  Opini Wajar 

Tanpa Pengecualian, berdasarkan tujuan tersebut maka disusunlah 

Indikator Kinerja utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Pendapatan Daerah pada tahun 2024-2026 berdasarkan table dibawah 

ini; 

TUJUAN  SASARAN 

INDIKATOR 

TUJUAN 

SASARAN  

TARGET  REALISASI  

% KET 
2024 2025 2026 2024 2025 2026 

Meningkatnya 

Kualitas Sistem 

Akuntabilitas 

Kinerja Dan 

Keuangan 

Daerah. 

  Opini BPK WTP WTP WTP 

WTP  

(Audit BPK 

terhadap 

LKPD 

TA.2023 pada 

tahun 2024)* 

-   - - 

*Menunggu 

Audit BPK 

terhadap 

LKPD TA.2024 

pada tahun 

2025)* 

  

Meningkatnya 

Akuntabilitas 

Keuangan 

Daerah 

Indeks 

Pengelolaan 

Keuangan 

Daerah (IPKD) 

76.8862 77.3862 77.8862 81.047** -  -  - 

Nilai IPKD 

tahun 2023, 

periode 

penilaian 2024 

Catatan: 

* Hasil Audit BPK terhadap LKPD Ta. 2023. 

** Nilai IPKD tahun 2023, periode penilaian 2024. 

  

Dari ilustrasi tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk 

Mencapai tujuan RPD Kabupaten Lamandau tahun 2024-2026 dan 

tujuan OPD tujuan yaitu Meningkatnya Kualitas Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Dan Keuangan Daerah.  dapat terealisasi sesuai target pada 

indikator Opini  BPK  (Audit BPK terhadap LKPD Tahun Anggaran 2023 

pada tahun 2024) yaitu, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 

Untuk sasaran strategis meningkatnya Meningkatnya 

Akuntabilitas Keuangan Daerah dapat terealisasi berdasarkan nilai 

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dengan nilai 81.047 (Nilai 

IPKD tahun 2023, periode penilaian 2024).  

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dan 

sasaran strategis yang telah ditetapkan berhasil dilaksanakan dengan 

baik pada 2 (dua) Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau. 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKjIP) merupakan kewajiban bagi setiap OPD 

dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan pelaksanaan 

APBN/ APBD, hal ini merupakan amanat Undang- undang 

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang 

dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Laporan Kinerja dimaksud berisi ringkasan tentang 

keluaran dari masing- masing kegiatan dan hasil yang dicapai 

dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam 

dokumen pelaksanaan APBD. Laporan Kinerja dihasilkan dari 

suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang 

diselenggarakan oleh masing-masing OPD yang dikembangkan 

secara terintegrasi dengan sistem perencanaan, sistem 

penganggaran, sistem perbendaharaan, dan Sistem Akuntansi 

Pemerintahan. Pelaksanaan SAKIP berpedoman pada 

Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2014 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan pada 

peraturan perundang- undangan tersebut diatas, Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri nomor 54 

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan 

Kinerjainstansi Pemerintah. 
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 4.2 SARAN 

Untuk mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 

dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan 

memperkuat kemandirian ekonomi berbasis sektor unggulan 

dan kelestarian lingkungan hidup selain melalui meningkatnya 

kualitas dan akuntabilitas keuangan penyelenggaraan 

pemerintah daerah serta meningkatnya Persentase Pajak Daerah 

juga harus diciptakan kondisi dimana terdapat budaya 

pengawasan terhadap seluruh organisasi dan kegiatan sehingga 

dapat mendeteksi terjadinya sejak dini kemungkinan 

penyimpangan serta meminimalisir terjadinya tindakan yang 

dapat merugikan negara.   

 

Nanga Bulik, 6 Februari  2026 

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan 

dan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Lamandau, 
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